PUTUSAN
Reg. No. 1166 K/Pid/1997

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan
sebagai berikut ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Pontianak tanggal 31 Maret 1997
Nomor : 20/Pid.S/1997/PN.PTK dalam putusan mana terdakwa :

MR. SUNTHON NUAMSIRI, tempat lahir Samut Songkam, umur 31 tahun,
jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Thailand, tempat tinggal Samut
Songkam No, 40 Thailand, agama Budha, pekerjaan Nelayan ;

Yang diajukan dimuka Persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena
didaiowa :

Bahwa ia terdakwa Mr, Sunthon Nuamsiri selaku Nakhoda kapal
motor Nenggala —I'V No. registrasi / tanda selar GT-74 No. 779/Gga berat
74 GT, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 1996, sekira jam 14,30 WIB
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat / posisi didalam wilayah
perairan Indonesia, karena penyidikannya diserahkan kepada
LANAL Pontianak yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri
Pontianak dimana perkara diproses lebih lanjut (sesuai pasal 14 ayat (3) .
UU RI No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia), Pengadilan Negeri
Pontianak berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan kegiatan
penangkapan ikan diluar jalur penangkapan yang ditetapkan dalam
perijinan (SPI) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan
Departemen Pertanian RI No, IK-120/D3/1114/95 K tanggal 8 April 1995
yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Desember 1998, dengan
mempergunakan alat penangkap ikan yang ukurannya tidak sesuai
dengan perijinan yaitu Jenis Gill Net dengan ukuran panjang
jaring 45 piece a 60 meter, dalam 15 meter lebar mata jaring 10 Cm, yang
dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ia terdakwa
selaku Nakhoda KM. Nenggala IV berlayar berbendera Indonesia dan
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menarik jaring penangkapan ikan, sedangkan ijin untuk melakukan
penangkapan ikan sesuai dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah
di perairan ZEE Indonesia, bukan diperairan pada posisi tersebut
diatas alat penangkap ikan yang di ijinkan yang semestinya yaitu
berukuran panjang jaring perpotong / piece 100 meter, lebar
jaring 2,5 meter, dan lebar mata jaring/bagian kantong 25 mm serta
telah berhasil menangkap ikan jenis campuran sebanyak 2000
(dua ribu ) kilogram.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 27
ayat (1) jo pasal 4 ke-1,4 dari Undang-undang No. 9 tahun 1985;

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 25 Maret 1997

yang isinya adalah sebagai berikut :

1.

4,

Menyatakan terdakwa Mr.Sunthon Nuamsiri bersalah melakukan tindak

pidana Perikanan melanggar pasal 27 ayat (1) jo pasal 4 ke 1 dan 4 UU

No.9 tahun 1985 dalam surat dakwaan tunggal ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mr. Sunthon Nuamsiri dengan

pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair

6 (enam) bulan kurungan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) KM. Nenggala IV, body kayu, tonage 74 gross ton ;

- 1 (satu) bundel dokumen kapal; : ‘

- uang hasil lelang ikan sejumlah Rp. 257.600,- (dua ratus lima puluh
tujuh ribu enam ratus rupiah} ;

Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ) ; '

dengan memperhatikan pasal 27 ayat (1) jo pasal 4 ke 1 dan ke 4, UU
No. 9 tahun 1985 terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan
pelanggaran seperti tercantum dalam putusan pengadilan Negeri tersebut
yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

-

Menyatakan bahwa terdakwa Mr. Sunthon Nuamsiri terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran
“Melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia,
dengan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan
Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan melanggar jalur/daerah
penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan ;

Menghukum  terdakwa dengan hukuman denda sebesar
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; '
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Menetapkan apabila denda tersebut diatas tidak dibayar, maka dikenakan
pidana kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan, agar barang bukti berupa ;

1. 1(satu) unit KM. Nenggala IV, body kayu, tonage 74 gross ton,
dan 1(satu) bundel dokumen kapal, dikembalikan kepada
PT. Bamnazika Mina Nusantara ;

2. 1 (satu) unit alat tangkap ikan jenis Gill Net dan uang hasil lelang
ikan sejumlah Rp. 257.600,~ (dua ratus lima puluh tujuh ribu enam
ratus rupiah ) dirampas untuk negara ;

- Menghukum terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah );

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki

oleh Pengadilan Tinggi di Pontianak dengan putusannya tanggal 3 Juni 1997

Nomor : 25/Pid/1997/PT.PTK yang amar lengkapnya berbunyi sebagai
berikut ; : :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut
diatas ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 31 Maret 1997
No. 20/Pid.S.1997/PN.PTK sekedar mengenai barang bukti 1 (satu) unit
KM, Nenggala IV, body kayu, tonage 74 gross ton dan 1 (satu) bundel
dokumen kapal dikembalikan kepada PT. Barnazika Mina Nusantara
dan memerintahkan supaya menyerahkan segera sesudah putusan ini
diucapkan ;

- Menguatkan putusan selain dan selebihnya ;

- - Membebankan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara

dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi M. 20/Akta.
Pid/1997/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tinggi
Negeri di Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 1997
Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Pontianak telah mengajukan permohonan
kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Pontianak 28 Juli 1997 dari
Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima dxkepamtcraan Pengadilan
Negeri di Pontianak pada tanggal 29 Juli 1997 ;
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Melihat surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah

diberitahukan kepada pemohon kasasi tanggal 7 Juli 1997 dan pemohon
kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 1997 serta
risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di
Pontianak pada tanggal 29 Juli 1997 dengan demikian permohonan kasasi

- beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-

tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena
itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon

kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.

‘Bahwa dalam pasal 29 UU No. 9 tahun 1985 ditentukan benda-benda

yang dipergunakan dalam dan vang dihasilkan dari tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 s/d 27 dapat dirampas untuk
Negara dalam penafsiran secara yuridis istilah “dapat” memang tidak
berati bahwa benda-benda yang dipergunakan dalam tindak pidana
tersebut harus dirampas untuk negara, namun apabila di pertimbangkan
bagaiman upaya-upaya yang sifatnya preventif ataupun represif
terhadap tindak pidana perikanan dapat berhasil, maka seharusnya
Majelis Hakim dalam perkara ini, seluruh benda-benda yang
dipergunakan dalam tindak pidana yang telah dilakukannya dirampas
untuk Negara dan hal tersebut juga tidak bertentangan dengan
penerapan pasal 29 UU No. 9 tahun 1985 ;

Bahwa menurut pasal 29 UU No. 9/1985 untuk dirampasnya benda-benda
yang dipergunakan dalam tindak pidana, tidak disyaratkan harus berupa
tindak pidana kejahatan dan juga tidak harus benda-benda itu milik/
kepunyaan terdakwa ;

Bahwa Majelis Hakim terdapat keragu-raguan dalam menerapkan
pasal 29 UU No, 9 /1985 hal tersebut dapat dilihat dengan adanya
dualisme dalam putusan yaitu mengenai kapal KM. Nenggala IV dan 1
(satu) bundel dokumen kapal dikembalikan kepada PT. Barnazika Mina
Nusantara, sedangkan 1 (satu ) unit alat tangkap ikan jenis Gill Net
dirampas untuk Negara, padahal status barang-barang tersebut sama ;
Bahwa dengan adanya keragu-raguan tersebut dapat menimbulkan
penilaian yang kurang menguntungkan tehadap proses penegakan
hukum ; : -

Bahwa salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam
putusannya yang menyangkut barang bukti yaitu bahwa dalam
persidangan tidak terbukti barang bukti berupa kapal adalah kapal
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asing milik pengusaha Nasional, akan tetapi dalam pertimbangan

tidak dikemukakan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum tersebut,

apabila yang dijadikan dasar adalah Surat Penangkapan Ikan (SPI),
sebab SPI tersebut bukan bukti kepemilikan, melainkan hanya sekedar

ijin yang diterbitkan oleh pemerintah ; °

Bahwa kapal tersebut adalah milik Daniel dikuasa operasikan

kepada PT. Barnazika Mina Nusantara, sehingga kurang tepat apabila

Majelis Hakim kurang berpendapat bahwa kapal tersebut milik

pengusaha Nasional ;

7. Bahwa kapal tersebut mempunyai ciri-ciri yang khas kapal ikan
Thailand, sehingga patut diduga bahwa kapal itu milik asing yang
meminjam nama perusahaan/perorangan Indonesia ;

8. Bahwa seluruh awak kapal adalah warga negara asing, sehingga dapat
dijadikan dasar pertimbangan bahwa kapal tersebut adalah kapal milik
orang asing yang dioperasikan oleh Perusahaan Nasional ;

o

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat :

Mengenai keberatan-keberatan ad. 1,2 dan 3 :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena
Judex Facti telah salah menerapkan hukum tentang penentuan status barang
bukti dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pasal 29 Undang-undang No. 9 tahun 1985
terhadap barang bukti yang dipergunakan atau diperoleh dari kejahatan
dapat dirampas untuk Negara ; '

Bahwa kata “dapat” dalam ketentuan tersebut harus dihubungkan-
dengan peranan dan fungsi barang bukti, yang bersangkutan, baik terhadap
pelaku tindak pidana sebagai upaya preventif maupun terhadap penegak
hukum ;

Bahwa Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang rawan

terhadap pencurian ikan serta hasil-hasil laut lainnya dengan menggunakan
kapal-kapal motor ;

Bahwa oleh karena itu adalah tepat dan beralasan hukum apabila barang
bukti berupa kapal motor yang telah terbukti dipergunakan oleh pelaku
tindak pidana dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran, dirampas

untuk Negara, tanpa perlu mempertimbangkan pemilik dari kapal motor
tersebut ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas tanpa perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya,
Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk
mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 3 Juni 1997
No. 24/Pid/1997/PT.PTK dan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal
31 Maret 1997 No. 19/Pid.S/1997/PN.PTK sepanjang penentuan status
barang bukti dan dengan mengambil alih pertimbangan Judex Facti
selebihnya yang dinilai telah tepat dan benar, Mahkamah Agung mengadili
sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut
Umum dikabulkan dan terdakwa tetap dipidana, maka terdakwa dihukum
‘untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang
No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-undang
lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa/
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Pontianak tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Pontianak tanggal 3 Juni 1997
Nomor : 24/Pid/1997/PT.PTK dan putusan Pengadilan Negeri di Pontianak
tanggal 31 Maret Nomor : 19/Pia.8/1997/PN.PTK ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa terdakwa Mr. Sunthon Nuamsiri telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran
“Melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Indonesia, dengan
menggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan Surat
Penangkapan Ikan (SPI} dan melanggar jalur/daerah penangkapan ikan
yang tidak sesuai ijin yang diberikan ;

- Menghukum terdakwa dengan hukum; sebesar Rp. 15.000.000,~ (lima
belas juta rupiah ) ;

- Menetapkan apabila denda tersebut diatas tidak di bayar, maka dikenakan
pidana kurungan pengganti denda selama 6 (enam ) bulan

- Menetapkan agar barang bukti berupa :
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1. 1(satu) unit KM. Nenggala IV, body kayu, tonage 74 gross ton, dan 1
(satu) bundel dokumen kapal,
2. 1(satu) alat tangkap ikan jenis Gill Net dan uang hasil lelang ikan
sejumlah Rp. 257.600,- (dua ratus lima puluh tujub ribu enam ratus
_rupiah ) dirampas untuk Negara ;

Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam
semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis,
tanggal 22 Januari 1998, oleh M. Syafiuddin Kartasasmita, SH. Ketua Muda
yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Sunardi
Padang, SH. dan Iskandar Kamil, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang
tersebut dengan di hadiri oleh Sunardi Padang, SH dan Iskandar Kamil, SH.
sebagai Hakim-Hakim Anggota, Sirande Palayukan, SH. Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan
terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota : Ketua :
1. ' t.t.d. “ t.t.d.
SUNARDI PADANG, SH. M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA
2. t.t.d.
ISKANDAR KAMIL, SH.
Panitera Pengganti
t.t.d

SIRANDE PALAYUKAN, SH.
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